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Abstrak

Rumah adalah kebutuhan utama bagi setiap orang. Selain sebagai tempat tinggal juga sebagai investasi bagi beberapa orang. Berdasarkan data dari Kementrian Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2015, kebutuhan pertahun 800 unit rumah baru pertahun. Dengan meningkatkan angka pertumbuhan penduduk meningkat pula kebutuhan perumahan dengan kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas. Pengembang perumahan harus membangun prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan harus menyerahkan kepada pihak Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2010 dan Perwali No. 14 Tahun 2016. Dalam penelitian ini banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengembang–pengembang perumahan, mereka tidak mau menyerahkan kepada pihak Pemerintah Kota Surabaya. Peraturan belum berjalan maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum administratif dan apa yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum administratif terhadap pengembang atau developer terkait kewajiban penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis atau empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum administratif terhadap pengembang atau developer terkait penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan di Kota Surabaya belum berjalan secara maksimal. Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam melaksanakan penegakan hukum administratif terhadap pengembang atau developer terkait penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan di Kota Surabaya yaitu pengembang atau developer yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya. Proses koordinasi dengan instansi vertika yang membutuhkan waktu dan permasalahan yang memerlukan pendampingan dari jajaran samping maupun tenaga ahli.
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Abstract

House is the main daily for everybody. Besides for living, and also as investation for some person. Based on the data from the minister of residence in 2015, the demand of new houses are 800 unit/every year. The increasing of growing population the demand of house. Withcomplete facilities is increasing also. The developers should build the complete facilities and give them to the Surabaya Goverment based on the local regulation number 7 2010 and the mayor regulation number 14 2016. In this reasearch there are a lot offences that has done by the developers, they don’t want to give them to the Surabyaya Goverment. The rules don’t run well. The purpose of this research is to know how the enforcement of the administrative law and wht factor that hider offences the enforcement of the administrative law for the developer related with the obligation of the submission the facilities of the regency to the Surabaya Goverment. This research uses sociology juridical. The collection of the data had done through interview and documentation. The analysis data has used is qualitative descriptive. The result of this research is showed that the enforcement of the administrative law for the developer of the submission the facilities of the regency to the Surabaya Goverment has not run well yet. The offences that is faced by the goverment of residence in doing the enforcement of the administrative law for the developer of the submission the facilities of the regency to the Surabaya Goverment is the position of the developer. Thry are missing the coordination with the vertical agency that needs time and the problems are also need accompaniment from the other elements and also from the expests.
Keywords : The enforcement law, Developer, Facilities
Pendahuluan

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia selain kebutuhan atas sandang dan pangan. Rumah harus menjamin kepentingan keluarga, yaitu untuk tumbuh, memberi kemungkinan untuk hidup 
bergaul dengan tetangganya, dan lebih dari itu, rumah harus memberi ketenangan, kesenangan.(Heinz & Mulyani, 2006).
Perkembangan kebutuhan manusia akan rumah kini tidak sebatas untuk tempat tinggal biasa, melainkan juga kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan sebagai penunjang kehidupan sehari-hari. Prasarana, sarana, dan utilitas yang lebih sering disebut Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) merupakan komponen dalam suatu perumahan yang harusnya disediakan oleh setiap penyelenggaraan perumahan. Namun, pada kenyataan masih banyak pengembang atau developer yang belum menyerahkan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak Pemerintah Daerah.

Permasalahan yang saat ini dihadapi oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah dalam penyerahan prasarana, sarana, utilitas perumahan dari peningkatan jumlah dan nilai penyerahan prasarana, sarana dan utilitas tersebut dari pihak pengembang atau developer pada Pemerintah Kota Surabaya. Permasalahan ini masih kurang optimalnya penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas dari pihak pengembang atau developer kepada Pemerintah Kota Surabaya.

Tabel 1.1 :

Jumlah Pengembang Perumahan atau Developer yang ada di Kota Surabaya

	Tahun
	2012
	2013
	2014
	2015

	Jumlah Pengembang Perumahan
	129
	148
	144
	156


Sumber : Himperra (Himpunan Pengembang Permukiman Dan Perumahan Rakyat) Jawa Timur.
Berdasarkan data yang ada pada tabel 1.1 jumlah pengembang atau developer yang masuk di Kota Surabaya dari tahun 2012 hingga tahun 2015 tiap tahunnya mengalami peningkatan. Maka dari itu timbul permasalahan pengembang atau developer terkait penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas kepada Pemerintah Kota Surabaya.

Kewajiban pengembang atau developer terkait penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan telah tertuang pada Pasal 47 UU Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa :

(1) Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.

(2) Pembagunan prasarana, sarana, dan utilitas umum wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan, dan perizinan.

(3) Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan harus memenuhi persyaratan:

a. Kesesuaian antara kepastian pelayanan dan jumlah ruah;

b. Keterpaduan antara prasarana, sarana, dan utilitas umum dan lingkungan hunian; dan

c. Ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
(4) Prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuam peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diatur juga pada Pasal 23 PP No. 14 Tahun 2016 menjelaskan bahwa :

(1) Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan dan perizinan.

(2) Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan harus memenuhi persyaratan:

a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah Rumah;

b. keterpaduan antara Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan Lingkungan Hunian; dan

c. ketentuan teknis pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

(3) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah berakhirnya masa pemeliharaan dan perawatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

(5) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara bertahap.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.

Peraturan Menteri Dalam Negeri juga mengeluarkan aturan yang terkait yaitu pada Pasal 11 Permendagri No. 9 Tahun 2009 Tahun 2009 menyebutkan bahwa :

(1) Pemerintah daerah meminta pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 yang dibangun oleh pengembang.

(2) Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:

1. paling lambat 1 (satu) thun setelah masa pemeliharaan; dan 

2. sesuai dengan rencara tapak yang telah disetujui oleh pemerintah daerah.

(3) Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sesuai rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan:

1. Secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau

2. Sekaligus apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.
Begitu juga Pemerintah Kota Surabaya yang telah mengeluarkan Peraturan yang terkait yaitu Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan Dan Permukiman selanjutnya disebut Perda No. 7 Tahun 2010. Kewajiban penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan tertuang pada Pasal 5 Perda No. 7 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa :

(1) Prasarana, sarana, dan utilitas pada kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

a. Prasarana antara lain :

1. jaringan jalan;

2. jaringan saluran pembangunan air limbah;

3. jaringan saluran pembungan air hujan (drainase); dan

4. tempat pembuangan sampah

b. Sarana antara lain :

1. sarana perniagaan/perbelanjaan;

2. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;

3. sarana pendidikan;
4. sarana kesehatan;

5. sarana peribadatan;

6. sarana rekreasi dan olahraga;

7. sarana pemakaman/tempat makam;

8. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan

9. sarana parkir.

c. Utilitas antara lain :

1. jaringan air bersih;

2. jaringan listrik;

3. jaringan telepon;

4. jaringan gas;

5. jaringan transportasi;

6. sarana pemadam kebakaran; dan

7. sarana penerangan jalan umum

Sebagaimana diatur juga pada Pasal 4 Perwali No. 14 Tahun 2016 menyatakan bahwa :

(1) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b wajib diserahkan oleh pengembang dalam bentuk badan kepada pemerintah daerah.

(2) Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 5, angka 6 dan angka 7 wajib diserahkan oleh pengembang dalam bentuk badan kepada pemerintah daerah

(3) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b, kecuali sarana pemakaman/tempat pemakaman dapat diserahkan oleh pengembang orang perorangan kepada pemerintah daerah dalam bentuk hibah sesuai ketentuan yang berlaku.

(4) Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 5, angka 6 dan angka 7 dapat diserahkan oleh pengembang orang perorangan kepada pemerintah daerah dalam bentuk hibah sesuai ketentuan yang berlaku.

(5) Penyerahan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a pada perumahan tidak bersusun berupa tanah dan bangunan.

(6) Penyerahan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b pada perumahan tidak bersusun berupa tanah siap bangun atau tanah dan bangunan.

(7) Penyerahan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) pada perumahan tidak bersusun berupa tanah dan bangunan.

(8) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada rumah susun berupa tanah siap bangun, sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari luas lahan.

(9) Khusus pada rumah susun, tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus berada di satu lokasi dan di luar hak milik atas satuan rumah susun.

(10) Jenis prasarana, sarana dan utilitas yang wajib diserahkan kepada pemerintah daerah wajib dicantumkan dalam SKRK.
Adapun pencapaian hasil dari penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial pada saat diberlakukan Perda No. 7 Tahun 2010  dan Perwali No. 14 Tahun 2016 dari pihak pengembang atau developer kepada Pemerintah Kota Surabaya  yaitu :

Tabel 1.2 :

Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas kepada Pemerintah Daerah Kota Surabaya

	Tahun
	2012
	2013
	2014
	2015

	Jumlah Titik Perumahan
	312
	346
	362
	390

	Sudah Menyerahkan
	137
	146
	172
	182

	Belum Menyerahkan
	175
	200
	191
	208


Sumber : Data diolah dari Dinas Perumahan Rakyar dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya

Berdasarkan data yang ada pada tabel 1.2 jumlah titik perumahan mengalami peningkatan dan pihak pengembang atau developer yang belum menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan kepada Pemerintah Kota Surabaya juga masih banyak. Pada tahun 2015 yang belum menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas kepada Pemerintah Kota Surabaya ada pada angka 208 titik perumahan yang tersebar di Kota Surabaya, namun sisa yang sudah menyerahkan ada pada angka 182 titik perumahan.

Tabel 1.3 :

Presentase Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas kepada Pemerintah Daerah Kota Surabaya

	Indikator
	Tahun

	
	2012
	2013
	2014
	2015

	Jumlah titik perumahan
	100 %
	100 %
	100%
	100 %

	Sudah menyerahkan
	43.72 %
	42.20 %
	47.23 %
	46.62 %

	Belum menyerahkan
	56.28 %
	57.80 %
	52.77 %
	53.33 %


Sumber : Data diolah dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya

Berdasarkan data yang ada pada tabel 1.3 jika diubah dari presentase pada tahun 2015 yang belum menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan kepada Pemerintah Kota Surabaya ada pada kisaran 53.33 persen, namun sisa nya yang sudah menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan kepada Pemerintah Kota Surabaya ada pada kisaran 46.62 persen. Meskipun telah memuat secara tegas mengenai kewajiban pengembang atau developer wajib menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan kepada Pemerintah Kota Surabaya, peraturan perundang-undangan tersebut belum berjalan secara maksimal.

Hal tersebut mengakibatkan bahwa yang akan terkena dampaknya yaitu pengelolaannya akan dikelola oleh masyarakat sendiri dengan dana pribadi masyarakat perumahan tersebut. Kerugian lainnya adalah pihak Pemerintah Kota Surabaya tidak dapat ikut campur atau membentuk terkait pengelolaannya. Jika Pemerintah Kota Surabaya memberikan bantuan kepada perumahan tersebut maka Pemerintah Kota Surabaya dapat dikatakan telah melanggar hukum dikarenakan memasuki wilayah orang lain tanpa izin (Andikara, 2016).
Mengacu pada Perda No. 7 Tahun 2010 yang berupaya dan mengoptimalkan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan kepada Pemerintah Kota Surabaya, maka dapat dikatakan belum berjalan secara optimal. Relatif cukup banyak pengembang atau developer yang belum menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan kepada Pemerintah Kota Surabaya, seperti yang dijelaskan diatas.


Hal tersebut diatas memberi gambaran peneliti bahwa penegakan hukum administratif terhadap pengembang atau developer terkait kewajiban penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan di Kota Surabaya, seperti yang sudah dijelaskan diatas belum berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum administratif terhadap pengembang atau developer terkait kewajiban penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan di Kota Surabaya, serta apa yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum administratif terhadap pengembang atau developer terkait kewajiban penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan di Kota Surabaya.
Dalam penegakan hukum ini terdapat 3 tujuan yaitu: Kepastian hukum (rechtssicherheit), Kemanfaatan (zweekmassigkeit), Keadilan (gerechtigheit). Sedangkan, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor aturan, faktor aparat, faktor sarana atau fasilitasfaktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Fungsi dari penegakan hukum ini untuk memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup manusia yang seharusnya patut untuk dilaksanakan dengan baik. Jadi, penegakan hukum ini tidak hanya menjadi tugas aparat penegak hukum saja tetapi tugas dari setiap orang atau badan, walaupun pihak pemerintah yang paling bertangung jawab dalam penegakan hukum.

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, peneliti ingin meneliti tentang permasalahan bagaimana penegakan hukum administratif terhadap pengembang atau developer terkait kewajiban penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan di Kota Surabaya dan apa yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum administratif terhadap pengembang atau developer terkait kewajiban penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan di Kota Surabaya.

METODE
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis, yang mana mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat interaksi dengan sistem norma yang ada. Cara memperoleh data dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.

Lokasi pada penelitian ini diantaranya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan melalui wawancara kepada informan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, serta dokumentasi. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan diantaranya buku, jurnal, dan referensi lainnya.

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah tahap analisis data. Dalam penelitian ini peneliti harus memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari informan, terutama lekengkapan jawaban yang diterima oleh peneliti. Data dalam penelitian ini harus dikualifikasi artinya semua data harus ditempatkan dalam kategori-kategori.

Teknik analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu peneliti menganalisis untuk dapat memberikan gambaran atau penjelasan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Pendekatan analisis dalam penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Dengan data yang dinyatakan oleh informaan secara lisan dan juga tingkah laku yang nyata.

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagaimana penegakan hukum administratif terhadap pengembang atau developer terkait kewajiban penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan di Kota Surabaya
Prasarana, sarana, dan utilitas perumahan merupakan suatu keharusan bagi pengembang atau developer untuk menyediakan dan diserahkan kepada Pemerintah Kota Surabaya dimana perumahan tersebut dibangun. Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan berupa tanah atau tanpa bangunan dalam bentuk aset atau pengelolaan dan/atau tanggung jawab dari pengembang atau developer kepada Pemerintah Kota Surabaya terhitung sejak dilaksanakan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan tersebut.
Keberhasilan suatu aturan dapat dilihat dari berjalan secara baik atau tidaknya suatu aturan saat ditegakkan dilapangan. Penegakan hukum aturan tersebut juga melibatkan pihak-pihak dalam pelaksanaannya. Kesadaran hukum harus dimiliki oleh pihak-pihak untuk menentukan keberhasilan dari penegakan hukum. Bahwa dalam pelaksanaannya dilapangan pihak yang tidak memiliki kesadaran hukum untuk taat pada aturan menyebabkan ketidaksesuaian pelaksanaan penegakan hukum dengan ketentuan dalam aturan.

Jika dalam penegakan hukum tidak dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, tentunya ada sanksi yang diberlakukan. Sanksi dalam penegakan hukum terhadap pengembang atau developer terkait penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan di Kota Surabaya dalam penelitian ini adalah sanksi administrtaif. Sanksi administratif dalam penegakan hukum terhadap pengembang atau developer terkait kewajiban penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan ini telah dijelaskan dalam Pasal 22 Perda No. 7 Tahun 2010 dan Pasal 21 Perwali No. 14 Tahun 2014 maka dilakukan :

a. Peringatan tertulis;

b. Penundaan pemberian persetujuan dokumen dan/atau perizinan;

c. Denda administratif sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

d. Pengumuman kepada media massa;

e. Dimasukkan ke dalam daftar hitam (black list).
Terdapat masalah pokok dalam penegakan hukum yakni adanya unsur-unsur yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Unsur-unsur tersebut memiliki arti yang netral sehingga dapat menyebakan dampak positif maupun negatif. Unsur dalam penegakan hukum tersebut berfungsi agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi. Penegakan hukum dijelaskan dengan menggunakan beberapa unsur, yaitu :
Pertama, unsur Pembuatan Undang-Undang. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuat hukum. Perumusan pemikiran pembuatan hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataan, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat.
Kedua, Unsur Penegakan Hukum. Peranan peraturan hukum cukup besar dalam hubungannya dengan pelaksanaan peraturan yang dilakukan oleh penegak hukum. Dapat dikatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebenaranya telah dimulai sejak peraturan hukum itu dibuat dan harus dijalankan. Hal ini dapat terjadi karena peraturan tersebut memerintahkan dilakukannya sesuatu yang tidak didukung oleh sarana yang mencukupi. Akibatnya, tentu saja peraturan tersebut gagal dijalankan oleh penegak hukum.
Ketiga, Unsur Lingkungan. Dalam membicarakan serta menginventarisasi unsur-unsur penegak hukum, tidak dapat diabaikan faktor lingkungan tempat penegakan hukum tersebut dijalankan. Pembahasan terhadap penegak hukum tanpa melibatkan pengaruh lingkungan dirasakan masih ada kekurangannya unsur lingkungan tersebut meliputi pribadi warga negara dan sosial (Raharjo, 2005).
Berdasarkan unsur-unsur dalam penegakan hukum diatas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tersebut memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan dan saling mendukung antara unsur yang satu dengan unsur yang lain. Diperlukannya kerjasama yang baik antara semua pihak agar indikator unsur-unsur tersebut berjalan dengan mestinya. Baik antara pengembang atau developer ataupun dari pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.

Pada Perda No. 7 Tahun 2010 dan Perwali No. 14 Tahun 2016 mengatur mengenai sanksi administratif kepada pengembang atau developer yang melanggar atau yang tidak melaksanakan sebagaimana mestinya. Pengembang atau developer yang belum melaksanakan kewajiban penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan di Kota Surabaya maka dikenakan sanksi yang telah diatur dalam Pasal 22 Perda No. 7 Tahun 2010 menyatakan bahwa :

(1) Kepala Daerah berwenang menerapkan sanksi administratif kepada setiap orang atau badan usaha/badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 10 ayat (3) dan/atau Pasal 10 ayat (4).
(2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penundaan pemberian persetujuan dokumen dan/atau perizinan;
c. denda administrasi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
d. pengumuman kepada media massa;
e. dimasukkan ke dalam daftar hitam (black list).

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan juga kepada pengembang yang menyerahkan prasarana dan sarana dalam kondisi dan/atau dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3).
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
Sebagaimana diatur juga pada Pasal 21 Perwali No. 14 Tahun 2014 menyatakan bahwa :
(1) Walikota berwenang menerapkan sanksi administratif kepada setiap pengembang apabila pengembang :
a. tidak menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas di Kawasan Perumahan dan Permukiman,Industri/Pergudangan,Perdagangan dan Jasa sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan;
b. tidak menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas di Kawasan Perumahan dan Permukiman,Industri/Pergudangan,Perdagangan dan Jasa kepada pemerintah daerah; dan/atau
c. tidak sanggup memperbaiki/memelihara prasarana dan sarana yang tidak sesuai dengan syarat teknis yang ditetapkan;

(2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
a. Peringatan tertulis;
b. Penundaan pemberian persetujuan dokumen dan/atau perizinan;
c. Denda administrasi sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
d. Pengumuman kepada media massa;
e. Dimasukkan ke dalam daftar hitam (black list).

Seksi pemanfaatan tata ruang merupakan salah satu unit pelaksana teknis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya yang mempunyai tugas memberikan kemudahan pelayanan dalam pemrosesan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan. Pada seksi pemanfaatan tata ruang mempunyai tugas yaitu menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas. Dalam menjalankan tugas, seksi pemanfaatan tata ruang berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan agar proses dan jalannya penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas berjalan dengan lancar.
Agar kewajiban penyerahan prasarana, sarana, dan utilits perumahan di Kota Surabaya dapat berjalan dengan efektif, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya memberikan kemampuan yang bersifat memaksa untuk menegakkan kewajiban pengembang atau developer untuk menyerahkan prsarana, sarana, dan utilitas perumahan kepada Pemerintah Kota Surabaya. Penegakan hukum dalam hal penerapan sanksi administratif, penerapan sanksi administrtaif merupakan upaya represif atas suatu pelanggaran ketentuan dalam perizinan yang diterimanya. Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitass perumahan diawasi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dilakukan melalui pemantauan, pelaporan dan evaluasi.
Selain menyinggung mengenai penegakan hukum terhadap pengembang atau developer yang belum menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan kepada Pemerintah Kota Surabaya. Persoalan lainnya dihadapkan dengan pengembang atau developer yang tidak tahu kedudukan dan keberadaannya, proses koordinasi dengan instansi vertikal yang membutuhkan waktu dan permasalahan yang memerlukan pendampingan dari jajaran samping maupun tenaga ahli.

Apa yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum administratif terhadap pengembang atau developer terkait kewajiban penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan di Kota Surabaya
Penegakan hukum administratif terhadap pengembang atau developer terkait kewajiban penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan di Kota Surabaya agar kewajiban itu terpenuhi perlu adanya penjelasan dan pemahaman kepada perusahaan pembangun atau pengembang (developer) untuk mematuhi aturan yang berlaku seperti Perda No. 7 Tahun 2010 dan Perwali No. 14 Tahun 2016. Perlu adanya penjelasan dan pemahaman yang ekstra dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya agar pelaksanaan dari kedua aturan tersebut bisa berjalan dengan baik. Suatu aturan dapat terlaksana atau tidaknya dapat dilihat dari berbagai faktor, yaitu : faktor aturan, faktor aparat, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.
Cara mengukur efektif atau tidaknya penegakan hukum administratif terhadap pengembang atau developer terkait kewajiban penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan di Kota Surabaya peneliti menganalisa satu-persatu dari faktor-faktor diatas, antara lain :

Faktor Aturan
Menurut Perda No. 7 Tahun 2010 dan Perwali No. 14 Tahun 2016, kewajiban pengembang atau developer terkait penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan kepada Pemerintah Kota Surabaya cukup bagus dan jelas. Makna yang terkndung dari kata cukup bagus dan jelas yaitu dari arti kata-kata yang ada dalam peraturan undang-undangnya sudah tidak mengakibatkan kesimpangsiuran pada penafsirannya, serta tidak ada penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas atau karena soal terjemahan dari bahasa asing (Belanda) yang kurang tepat. Seperti yang ada pada Pasal 5 Perda No. 7 Tahun 2010 menyatakan bahwa :
(1) Prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi : 
a. Prasarana, antara lain :
1. jaringan jalan;
2. jaringan saluran pembuangan air limbah;
3. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
4. tempat pembuangan sampah.
b. Sarana, antara lain :
1. sarana perniagaan/perbelanjaan;
2. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
3. sarana pendidikan;
4. sarana kesehatan;
5. sarana peribadatan;
6. sarana rekreasi dan olahraga;
7. sarana pemakaman/tempat pemakaman;
8. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
9. sarana parkir.
c. Utilitas, antara lain :
1. jaringan air bersih;
2. jaringan listrik;
3. jaringan telepon;
4. jaringan gas;
5. jaringan transportasi;
6. sarana pemadam kebakaran; dan
7. sarana penerangan jalan umum.
(2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah daerah.
(3) Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 5, angka 6 dan angka 7 wajib diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah daerah.
(4) Penyerahan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada perumahan tidak bersusun berupa tanah dan bangunan.
(5) Penyerahan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada perumahan tidak bersusun berupa tanah siap bangun atau tanah dan bangunan.
(6) Penyerahan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada perumahan tidak bersusun berupa tanah dan bangunan.
(7) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada rumah susun berupa tanah siap bangun.
(8) Khusus pada rumah susun, tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus berada di satu lokasi dan di luar hak milik atas satuan rumah susun.

Hal ini sudah diatur dalam pada Pasal 4 Perwali No. 14 Tahun 2016 menyatakan bahwa :

(1) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b wajib diserahkan oleh pengembang dalam bentuk badan kepada pemerintah daerah.
(2) Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 5, angka 6 dan angka 7 wajib diserahkan oleh pengembang dalam bentuk badan kepada pemerintah daerah.
(3) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b, kecuali sarana pemakaman/tempat pemakaman dapat diserahkan oleh pengembang orang perorangan kepada pemerintah daerah dalam bentuk hibah sesuai ketentuan yang berlaku.
(4) Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 5, angka 6 dan angka 7 dapat diserahkan oleh pengembang orang perorangan kepada pemerintah daerah dalam bentuk hibah sesuai ketentuan yang berlaku.
(5) Penyerahan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a pada perumahan tidak bersusun berupa tanah dan bangunan.
(6) Penyerahan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b pada perumahan tidak bersusun berupa tanah siap bangun atau tanah dan bangunan.
(7) Penyerahan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) pada perumahan tidak bersusun berupa tanah dan bangunan.
(8) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada rumah susun berupa tanah siap bangun, sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari luas lahan.
(9) Khusus pada rumah susun, tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus berada di satu lokasi dan di luar hak milik atas satuan rumah susun.
(10) Jenis prasarana, sarana dan utilitas yang wajib diserahkan kepada pemerintah daerah wajib dicantumkan dalam SKRK.

Dari kedua peraturan perundang-undangan tersebut jelas bahwa pengembang atau developer wajib menyerahkan prasarana, sarana, dan utilits perumahan kepada Pemerintah Kota Surabaya. Hal ini bertujuan untuk mencegah dan mengurangi timbulnya pelanggaran-pelanggaran terhadap pengembang atau developer yang belum melaksanakan kewajibannya yaitu dengan tidak menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan kepada Pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan ketentuan peaturan perundang-undangan yang berlaku.
Faktor Hukum atau Aparat
Penegak hukum yang dimaksud disini adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya. Apabila peraturan perundang-undang sudah baik, akan tetapi jika mental penegak hukum kurang baik maka akan menimbulkan efek pada sistem penegak hukumnya. Aturan sudah baik tapi tidak didukung oleh aparat Satpol PP. Maka, cukup sulit untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Peraturan yang ditompang penegak hukum oleh pihak Satpol PP akan menimbulkan kepatuhan yang lebih baik dibandingkan dengan aturan yang dikomunikasikan namun dibiarkan tanpa terkonrol.

Hasil wawancara dengan Kasi Penyidikan dan Penuntutan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya adapun hasil wawancara dengan Bapak Ahrul Fahziar, S.H. berdasarkan fakta pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya belum pernah menangani kasus penertiban terkait penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan di Kota Surabaya. Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya tidak tahu sama sekali terkait penegakan hukum administratif. Jadi pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya yang berwenang terkait penertiban atau kewajiban memberikan sanksi administratif.

Berdasarkan undang-undang sesuai Perda No. 7 Tahun 2010 dan Perwali No. 14 Tahun 2016, terkait pengenaan sanksi administratif tidak ada sanksi penertiban pelanggaran terhadap pengembang atau developer terkait penyerahan prasaran, sarana, dan utilitas perumahan di Kota Surabaya dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya. Terkait pengawasan, penagihan dan memberikan sanksi adalah kewenangan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perukiman, Cipta Karya dn Tata Ruang Kota Surabaya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kewenangan semua ada di Dinas bukan di Satuan Polisi Pmong Praja Kota Surabaya.
Faktor Sarana atau Fasilitas
Sarana atau fasilitas memang sangat penting untuk mengefektivikasikan suatu aturan tertentu. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum dapat berlangsung dengan lancar. Kalau peraturannya sudah baik dan juga aparat penegak hukumnya sudah baik, akan tetapi fasilitas kurang memadahi maka aturan hukum tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai keuangan yang cukup dan hal-hal yang dibutuhkan.
Ruang lingkup penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas telah dijelaskan pada Pasal 12 Perwali No. 14 Tahun 2016 meliputi :

a. Penyerahan kompensasi berupa uang sebagai pengganti penyediaan tempat pemakaman umum;

b. Penyerahan secara administratif;

c. Penyerahan secara fisik.

Faktor Masyarakat
Masyarakat merupakan lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di masyarakat. Oleh karena itu masyarakat dapat mempengaruhi penegak hukum. Penegak hukum dimasyarakat dipengaruhi oleh adanya kesadaran hukum. Kesadaran hukum adalah kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku anggota masyarakat (Sudarsono, 2007).
Masalah penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan yang ada di Kota Surabaya ini masih banyak pengembang atau developer yang belum menyerahkan kepada Pemerintah Kota Surabaya, salah satu faktornya adalah pengembang atau developer yang kabur dan tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya. Pengembang atau developer juga kurang atas kesadaran hukum yang sudah berlaku di wilayah Kota Surabaya. Kebanyakan pengembang atau developer ini lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan umum. Salah satu contoh pengembang atau developer yang mengalihfungsikan tempat prasarana, sarana, dan utilitas perumahan menjadi perumahan untuk dijual kembali agar mendapatkan untung yang lebih besar dari target yang sudah ditentukan. Maka dari itu perlu adanya strategi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya untuk memberikan penjelasan dan pemahaman ekstra kepada pengembang atau developer.
Faktor Kebudayaan
Kebudayaan yakni sebagai hasil cipta, karya dan rasa yang didasarkan pada manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan buruk (sehingga dihindari). Kebudayaan merupakan kunci untuk memahami perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Kebudayaan yang menentukan sikap, ide-ide, dan nilai-nilai seseoramg terhadap hukum di masyarakat (Soekanto, 2007).
Seperti halnya dalam penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan di Kota Surabaya ini, pada kenyataannya kewajiban bagi pengembang atau developer yang wajib menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan ini. Walaupun Pemerintah atau Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya ini sudah mengeluarkan aturan yang harus dipatuhi oleh perusahaan pembangun atau pengembang. Selain itu, mengingat pengembang atau developer masih ada yang acuh terhadap kewajiban penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan di Kota Surabaya.

Sehingga dari pemaparan kelima faktor diatas dapat dikatakan bahwa penegakan hukum administratif terhadap pengembang atau developer terkait penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan di Kota Surabaya dinyatakan belum dijalankan secara maksimal.  berdasarkan lima faktor yang terpenuhi hanya faktor hukum atau aturan saja. Dapat dikatakan faktor hukum atau aturan disini sudah terpenuhi karena ada Perda No. 7 Tahun 2010 dan Perwali No. 14 Tahun 2016 yang berjalan sebagaimana mestinya.

Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya terkait penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dari pengembang atau developer kepada Pemerintah Kota Surabaya antara lain :

1. Pengembang atau developer yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya.

2. Proses koordinasi dengan instansi vertikal yang membutuhkan waktu.

3. Permasalahan yang memerlukan pendampingan dari jajaran samping maupun tenaga ahli. Yang dimaksud dari jajaran samping adalah Polisi, Kejaksaan, Tenaga Ahli, dan Akademisi atau Narasumber. 

Dari hambatan-hambatan yang dialami oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya melakukan strategi untuk mengantisipasi berbagai bentuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengembang atau developer dan melakukan evaluasi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengembang atau developer tersebut.
PENUTUP

Simpulan 
Berdasarkan hasil penyajian data, analisis data, penelitian dan wawancara kepada pihak-pihak terkait yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat dilihat bahwa penegakan hukum administratif terhadap pengembang atau developer terkait penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan di Kota Surabaya belum berjalan secara maksimal dalam pelaksanaannya. Penegakan hukum dapat dikatakan berhasil jika kebijakan tersebut dapat diwujudkan sesuai harapan. Terkait penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dari pengembang atau developer kepada Pemerintah Kota Surabaya masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dihadapi, meskipun untuk penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan sudah diatur diperaturan perundang-undangan.

Terjadi beberapa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya dalam melakukan penegakan hukum secara administratif terhadap pengembang atau developer terkait penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan di Kota Surabaya. Hambatan yang dihadapi adalah pengembang atau developer yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya, proses koordinasi dengan instansi vertikal yang membutuhkan waktu dan permasalahan yang memerlukan pendampingan dari jajaran samping maupun tenaga ahli.
Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara yang telah peneliti laksanakan maka saran yang dapat diberikan peneliti untuk mengingat penegakan hukum administratif terhadap pengembang atau developer terkait penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan di Kota Surabaya adalah :
1. Perda No. 7 Tahun 2010 dan Perwali No. 14 Tahun 2016 masih lemah, tidak ada paksaan dari Pemerintah atau Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya. Jika pengembang atau developer kabur tinggal membongkar atau menyegel prasarana, sarana, dan utilitas perumahan tersebut. Bahwa harus ada paksaan Pemerintah, karena Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya mempunyai kewenangan terkait penyerahan parsana, sarana, dan utilitas perumahan.

2. Prasarana, sarana, dan utilitas perumahan yang belum diserahkan kepada Pemerintah Kota Surabaya dikarenakan pihak perusahaan pembangun atau pengembang (developer) yang lalai atau bangkrut, maka diperlukan tindakan khusus yang dapat diambil dari Pemerintah Kota Surabaya. 
3. Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini tim verifikasi penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus menindak secara tegas kepada pengembang atau developer yang melanggar ketentuan. Hal ini digunakan untuk memberikan efek jera bagi pengembang atau developer yang nakal dengan tidak menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan kepada Pemerintah Kota Surabaya.
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Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan Dan Permukiman.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan Dan Permukiman.

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan Dan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah. 
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